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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
1.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian Sebelumnya adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :
Pertama, penelitian yang dilakukan Muhammad Faishal Ridho dkk (2021) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam  Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kota Cirebon” Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  hasil penelitian ini adalah DPMPTSP sebagai instansi yang khusus bertugas memberikan pelayanan     mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori kebijakan publik. sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah untu penelitian sebelumnya membahas implementasi kebijakan, sementara penelitian sekarang evaluasi kebijakan.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Istigna Oktaviani (2022) dengan penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan dalam Penataan Pedagang  Pasar di Kabupaten Cirebon” Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian ini adalah bahwa penataan pedagang di pasar kabupaten cirebon khusus nya di pasar sumber itu belum begitu baik, sehingga masyarakat sedik6it terganggu dari tata kelola penataan di pasar sumber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori kebijakan publik. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu penataan pedagang pasar sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pelayanan prima Dpmptsp.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ganya Dwi Putri Aryani (2020) dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Cirebon” hasil dari penelitian ini bahwa dana bantuan operasional sekolah di kota Cirebon masih belum merata di bagikan untuk siswa yang membutuhkan. perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu dana bantuan operasional sekolah sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pelayanan prima Dpmptsp.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Valentina Regita Putri (2021) dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan” hasil dari penelitian ini bahwa penerimaan pajak restoran masih belum maksimal dikarenakan belum adanya wajib pajak. perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu pemungutan pajak restoran sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pelayanan prima Dpmptsp. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori kebijakan publik.
         Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Astuti (2020) dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Sistem Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep” dari hasil penelitian ini  pelayanan online masih begitu kurang di karenakan kurang nya sosialisasi. perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu objek dalam penelitian sebelumnya yaitu evaluasi sistem. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu teori kebijakan publik dan tempat penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
	NO
	JUDUL
	PERSAMAAN
	PERBEDAAN

	1
	Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam  Meningkatkan Pelayanan Prima DPMPTSP Kota Cirebon. Muhammad Faishal Ridho dkk.  Universitas Swadaya Gunung Jati (2021)
	Terdapat persamaan tempat dan pembahasan pelayanan prima 
	Karya tulis ilmiah ini lebih membahas implementasi 

	2
	Implementasi Kebijakan dalam Penataan Pedagang  Pasar di Kabupaten Cirebon. Istigna Oktaviana. Univesitas Swadaya Gunung Jati (2021)
	Memakai teori kebijakan publik
	Tempat dan lokus penelitian yang berbeda 

	3
	Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Cirebon.  Ganya Dwi Putri Aryani. Univesitas Swadaya Gunung Jati (2020)
	Membahas evaluasi kebijakan 
	Perbedaan lokasi penelitian 

	4
	Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan. Valentina Regita Putri. Universitas Swadaya Gunung Jati (2021)
	Membahas evaluasi kebijakan
	Perbedaan lokasi penelitian

	5
	Evaluasi Sistem Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep. Dewi Astuti. Universitas Muhammadiyah Makassar (2020) 
	Membahas evaluasi di Dinas PMPTSP
	Membahas evaluasi sistem


1.2 Tinjauan Pustaka
1.2.1 Pengertian Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi
perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan terhadapnya. Derbyshire (dalam Samodra Wibawa, 1994: 49) memberikan batasan terhadap policy sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat (legislatif).
Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan bertujuan untuk memberikan efek perbaikan terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi. Kebijakan yang dihasilkan/direncanakan merupakan produk kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif. Hofferbert memberi pengertian policy sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Lebih jauh, Hofferbert menawarkan dua buah cara untuk memahami suatu kebiajakan. Pertama, mendekati suatu policy melalui substansinya (yaitu rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan ‘goals’ apa yang hendak dicapai). Kedua, dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil maupun dampak dari kebijakan tersebut, baik hasil yang masih bersifat sementara maupun yang sudah final(Samodra Wibawa, 1994: 49)
Hofferbert menyoroti kebijakan menjadi “hasil-hasil keputusan”, “pelaku”, dan “tujuan-tujuan publik”. Pelaku yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif dan siapapun yang hasil keputusannya untuk kepentingan orang banyak  atau masyarakat. Selanjutnya, pengertian yang dikemukakan oleh Hofferbert ini juga menekankan memahami kebijakan dari sisi substansi dan proses pelaksanaan kebijakan. Substansi kebijakan yaitu rumusan-rumusan kebijakan yang telah diputuskan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kebijakan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan legislatif, penataan/pengaturan yang dilakukan oleh eksekutif, penggunaan anggaran, dan juga kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya (Samodra Wibawa,1994: 50).
Menurut Samodra Wibawa (1994: 50), kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan public itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci :
1) Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh darisuatu kebijakan.

2) Lingkungan kebijakan. Yang dimaksud dengan lingkungan bukannya orang- orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kotak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku  kebijakan.
3) Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.

Menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno (2004: 19), memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,  kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatuu maksud tertentu. Definisi yang dikemukakan Carl Friedrich ini memusatkan pada tindakan dan usulan oleh stakeholder kebijakan, usulan tersebut dapat menjadi hambatan dan kesempatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.Batasan-batasan kebijakan yang dikemukakan oleh banyak pihak, pada dasarnya menekankan pada apa yang dilakukan oleh pelaku kebijakan (keterlibatan aktor-aktor). Dalam penelitian kebijakan dilihat dari sudut substansinya,yaitu memahami kebijakan berdasarkan rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan yang berisi tujuan-tujuan „goals‟ apa yang hendak dicapai yaitu hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pelaku  kebijakan.

Kebijakan menekankan pada apa yang dilakukan aktor kebijakan. Anderson (dalam Budi Winarno, 2004: 19-20), menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori seperti tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), penyataan-penyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (outcomers). Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

1) Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat- pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan- tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatuu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatuu persoalan.

2) Keputusan kebijakan (policy demands) didefinisikan sebagai keputusan- keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijkan publik termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau penyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
3) Pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statement) adalah pernyataan- pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan maupun penyataan-pernyataan atau pidato-pidato para pejabat yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
4) Hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada “manisfestasi nyata” dari kebijakan- kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan- keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Penyelidikan mengenai hasil-hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan bahwa kebijakan dalam kenyataannya sangat berbeda dari apa yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan demikian kita dapat membedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil-hasil kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak-dampak kebijakan (outcomes) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Anderson, dalam Budi Winarno, 2004:19- 20).
Manifestasi nyata dari pemenuhan kebutuhan publik di sektor transportasi massal Trans Jogja ini adalah hasil undang-undang legislatif, peraturan menteri maupun penyataan-penyataan atau pidato pejabat yang menunjukkan adanya upaya terhadap pemenuhan dan perbaikan kebijakan yang menyangkut moda transportasi massal Trans Jogja, baik yang sudah dikeluarkan maupun yang masih berupa rencana bahkan wacana, serta apa yang akan dilakukan untuk mencapainya.


Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Untuk mengetahui penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan serta untuk mengantisipasi kegagalan yang sama di masa mendatang, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan.
1.2.1.1 Tahap-tahap Kebijakan Publik
Charles Lindblom (1986, dalam Budi Winarno 2004: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. 

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut:
1) Tahap Penyusunan Agenda
	Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah- masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain6 ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.
3) Tahap Adopsi Kebijakan
Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4) Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
5) Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam vmasyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada.

1.2.1.2 Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya pelaksanaan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijak an tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.
Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, dalam Affan Gaffar 2009: 158-160).
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Affan Gaffar, menjelaskan makna pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan–kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian pelaksanaan di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau 6diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Proses pelaksanaan kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

1.2.2 Tinjauan Evaluasi 
1.2.2.1 Konsep Evaluasi 
Menurut Mulyadi (2016: 100), evaluasi adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, evaluasi merupakan salah satu cara untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan itu berjalan dengan baik.
Nugroho dalam Mulyadi (2016: 101) juga mengungkapkan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berkaitan, dan masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil program dan kebijakan.
Secara umum evaluasi juga dapat disamakan dengan pemberian angka (Ratting), penilaian (Assessment), penafsiran (Appraisal), dan kata-kata yang mengemukakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau mafaat hasil kebijakan.
Menurut Akbar (2018: 15), evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan, atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait dari hasil implementasi kebijakan secara keseluruhan kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.
Menurut Subarsono (2010: 119), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mengetahui outcome, dan dampak dari hasil pelaksanaan suatu program atau 13 kebijakan tertentu sehingga dapat menentukan tidakan yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Sesuai beberapa defenisi evaluasi yang dikemukakan dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik telah dijalankan dan memberikan suatu gambaran terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan. 

1.2.2.2 Fungsi Evaluasi 
Evaluasi memiliki beberapa arti yang penting, Menurut Dunn dalam Mulyadi (2016: 124) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan : 
a. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
b. Memberikan sumbangan atas kritik dan klarifikasi terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. 
c. Evaluasi juga memberikan sumbangan terhadap aplikasi metode  analisis kebijakan lainnya, termasuk rekomendasi dan perumusan masalah. 

1.2.2.3 Tujuan Evaluasi 
Evaluasi dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan objek kebijakan yang telah ditentukan, menurut Wirawan (2012: 22-25)  disebutkan beberapa tujuan evaluasi program. Tujuan pelaksanaan evaluasi yakni: 

a. Menilai pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (Social Intervention), untuk menyelesaikan problem, masalah, keadaan , situasi, yang dihadapi masyarakat yang dilayani. 
b. Mengukur apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti serta pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut. 
c. Menilai apakah pelaksanaan program tersebut sesuai dengan standar. Setiap program yang dirancang dan dilaksanakan harus berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan. 
d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan dan mana yang tidak berjalan. Seperti manfaat, partisipan, dana dan pelaksanaan program. 
e. Pengembangan staf program. Evaluasi langsung digunakan untuk memberi masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat serta mengembangkan kemampuan para pelaksana program yang secara langsung melaksanakan program dilapangan. 
f. Memenuhi ketentuan Undang-Undang. Suatu program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. 
g. Akreditasi program. Lembaga-lembaga pelayanan masyarakat dievaluasi ditujukan agar mengetahui apakah layanan sudah sesuai ketentuan yang ada atau belum dan juga untuk melindungi anggota masyarakat yang memakai jasa layanan lembaga-lembaga tersebut. 
h. Mengukur cost effectivenes dan cost effiency. Efektivitas digunakan untuk mengukur apakah anggaran program sepadan dengan manfaat yang ditimbulkan dan efisiensi digunakan untuk mengukur apakah biaya sudah digunakan secara tepat atau belum. 
i. Mengambil keputusan mengenai program. Keputusan akan diambil dengan melihat apakah program berhasil atau gagal dan apabila masih berjalan apakah bermanfaat/berdampak atau tidak, sehingga akan diputusakan apakah program akan dilanjutkan dan diterapkan di daerah lain atau dihentikan. 
j. Akuntabilitas. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah program telah mencapai tujuan yang telah direncanakan atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan program terjadi penyimpangan anggaran, prosedur, dan waktu atau tidak. Semua nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh para penyelenggara program. 
k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program, membandingkan pengaruh pengeluaran program dengan biaya serta perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota masyarakat. 
l. Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai positif maka program tersebut akan mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan sebelumnya dan juga dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain jika memang diperlukan di daerah lain.
m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Melakukan evaluasi tidak hanya ditujukan untuk mengetahui dan menilai seberapa jauh pencapaian yang sudah didapatkan akan tetapi dapat membantu meningkatkan pengembangan teori-teori evaluasi yang akan datang. 

1.2.2.4 Indikator dan Kriteria Evaluasi 
Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, menurut Dunn (2013: 610) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator yaitu sebagai berikut: 
a. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diingankan telah dicapai. Efektivitas berhubungan dengan apakah suatu pilihan mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya suatu kegiatan. Efektivitas berkaitan dengan objektivitas teknis, selalu diukur dari satuan produk atau layanan nilai moneternya.  
b. Efisiensi, yaitu seberapa banyak jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berhubungan dengan banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk menciptakan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah persamaan dari rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara usaha dan efektivitas, dan yang terakhir umumnya diukur dari keuangan.
c. Kecukupan, yaitu seberapa jauh perolehan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menimbulkan adanya suatu masalah. Standar kecukupan menfokuskan pada kuatnya kaitan antara pilihan kebijakan dan hasil yang diharapkan. 
d. Kesamaan, yaitu apakah manfaat dan biaya disalurkan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Suatu program tertentu mungkin tidak dapat dikatakan efektif, efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai yang diharapkan. 
e. Responsivitas, yaitu apakah suatu hasil kebijakan itu memenuhi kebutuhan nilai kelompok-kelompok tertentu. Resposivitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan itu dapat memenuhi preferensi, kebutuhan atau keinginan,dan nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Standar resposivitas itu penting karena analisis yang dapat memenuhi semua standar lainnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih tidak berhasil jika belum mengetahui keinginan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Misalnya program rekreasi dapat menghasilkan distribusi fasilitas yang merata tetapi tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran.
f. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Berdasarkan model evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn maka indikator dari evaluasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi sistem pelayanan perizinan yaitu hanya indikator evaluasi efektivitas, efisiensi, resposivitas, dan ketetapan. Karena pada indikator kesamaan yaitu mencakup manfaat dan biaya program yang akan disalurkan kepada masyarakat. Soal manfaat sudah dibahas lebih terperinci pada indikator ketetapan sedangkan terkait biaya sudah terangkup pada indikator efisiensi. Dan pada indikator kecukupan yaitu berbicara tentang efektivitas pemenuhan kebutuhan dan hal ini juga akan dibahas lebih detail pada indikator efektivitas. Selain itu kecukupan fokusnya hanya ingin mengetahui keterkaitan pilihan kebijakan yang ingin dicapai. Jadi kedua indikator tersebut yang tidak digunakan sudah tercakup dalam empat indikator yang digunakan. Dimana setiap indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan pada hasil penelitian nanti akan menggambarkan atau menjelaskan keterkaitan program dan hasilnya, dan untuk melihat sejauh mana perkembangan program yang telah diimplementasikan. Keempat indikator tersebut cukup untuk mengevaluasi sistem pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan.

1.2.3 Evaluasi Kebijakan
Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James
P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23).

Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan. Sementara itu, Rossi & Freeman mengemukakan evaluasi:
Evaluations are conducted to answer a variety of   questions of related to that we have listed as the three focus of evaluation research:program conceptualization and design, program implementation (Monitoring and accountability) and program utility (impact and efficiency assessments).
Pengertian evaluasi oleh Rossi & Freeman memberitahukan bahwa evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). 
Selanjutnya, menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994: 63) bahwa tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (goals) dan kriteria (criteria). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan. Di dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh suatu perangkat atau instrumen kriteria, sementara dipihak lain dianggap berhasil oleh kriteria lainnya (Suharyanto, dalam Deka Budianto, 2006 :15).
Menurut Samodra Wibawa (1994: 13-14), evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan tentang bagaimana program- program mereka berlangsung. Serta menunjukkan faktor-faktor apa saja yang dapat dimanipulasi agar diperoleh pencapaian hasil yang lebih baik, untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan baru atau sekedar cara implementasi lain. 
Berdasarkan penjelasan evaluasi oleh Samodra Wibawa di atas, informasi yang didapat dari evaluasi kebijakan dapat digunakan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan bahkan juga bisa memberikan informasi faktor- faktor yang dapat dimanipulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menghindari program yang merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutan program di masa mendatang. Jika hasil dari evaluasi program menunjukkan bahwa dalam program tersebut ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan perubahan, maka para pengambil keputusan sebaiknya harus menanggapinya dengan serius. Artinya mereka harus mempunyai ide-ide baru guna memperbaiki programnya, sehingga program tersebut dapat terhindar dari kegagalan dan dapat mencatat tujuan yang dicita-citakan.
Menurut William Dunn (1998: 608-609), evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.
1) Fokus nilai
Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tuju66an dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2) Interdependensi fakta nilai
Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan pra syarat bagi evaluasi.
3) Orientasi masa kini dan masa lampau
Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.
4) Dualitas nilai
Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.
Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn diatas menginformasikan bahwa evaluasi kebijakan tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu dari berbagai teori diatas, dipilihlan teori William Dunn dikarenakan yang paling tepat dalam hal mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu dalam meningkatkan pelayanan prima DPMPTSP Kab Kuningan.
1.2.3.1 Fungsi Evaluasi
Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998: 608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain :
1) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai- nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

1.2.4 Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan hal mana proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian tersebut merupakan pengembangan dari konsep PTSP berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Jadi makna yang terkandung dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki dua aspek penting, yaitu pertama, aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan atas dasar pelimpahan kewewenangan. Kedua, proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahapan terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terpadu di satu tempat yakni di lembaga penyelenggara PTSP.
Sedangkan sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu menurut (Hidayat, 2018) ;
1. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau
2. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan.
1.2.5 Pelayanan Prima 
Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan prima diartikan sebagai service excellent. Bentuk pelayanan prima yang diberikan tentu berbeda-beda, tergantung sektor yang dikelola. Jika perusahaan atau lembaga fokus menjalankan bisnis produksi, pelayanan prima diwujudkan dalam bentuk menyediakan customer services dan menghadirkan produk berkualitas tinggi, sementara untuk bisnis jasa pelayanan prima diberikan dalam bentuk pelayanan maksimal demi kepuasan pelanggan.
Untuk memberikan pelayanan yang terbaik tidaklah mudah, terutama dengan kemajemukan masyarakat yang ada saat ini. Namun, perusahaan atau organisasi dapat menghadirkan pelayanan prima selama mengetahui konsep dan apa yang harus dilakukan. Melalui artikel ini, penulis mencoba menjabarkan mengenai konsep dasar dari pelayanan prima, yang akan diawali dengan memahami terlebih dahulu definisi-definisi dari pelayanan prima.
1.2.5.1 Pelayanan Prima menurut Para Ahli
Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah “service excellent” yang secarah harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi layanan. (Zaenal Mukarom dan Wijaya Laksana, 2018)
Menurut Semil dalam (Zulkarnain Wildan dan Sumarsono, 2018) kata pelayanan prima dalam bahasa inggris keseharian tidak disebut sebagai premium service, tetapi disebut dengan excellent service (pelayanan yang unggul, baik sekali) atau service excellent (keunggulan pelayanan, pelayanan dengan mutu yang baik sekali).
Menurut Suwithi dalam (Frimayasa & Administrasi, 2017) Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan.
Menurut (Freddy, 2017) Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain pelayan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan.
Menurut (Firmansyah, 2016) pelayanan prima adalah pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya; upaya memenuhi kebutuhan atau permintaan; menyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya.
Pada dasarnya pelayanan prima merupakan rasa peduli yang ditunjukan oleh perusahaan, kepada pelanggan produk atau pengguna jasa yang berorientasi pada peningkatan keuntungan (profit oriented). Sementara untuk organisasi non-profit, seperti lembaga pemerintahan, pelayanan prima merupakan sikap melayani yang ditunjukkan dengan adanya perhatian dan tindakan nyata, dengan tujuan untuk memberi kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat luas.
1.2.6 Pelayanan Publik
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu tugas pokoknya. Ratminto (2010:2) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata dan melibatkan pegawai atau sumber daya lain seperti sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan.	Selanjutnya A.S. Moenir A (2002: 16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefiniskan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa hakekat pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga timbul kepuasan dan meningkatkan daya beli oleh masyarakat. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dengan pengertian masyarakat. Karakteristik khusus dari pelayanan publik yang membedakan dari pelayanan swasta adalah:
1) Sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa, dan barang tak nyata. Contohnya sertifikat, perijinan, peraturan, transportasi, ketertiban, kebersihan, dan lain sebagainya.
2) Selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan yang lain, da membentuk sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala nasional. Contohnya dalam hal pelayanan transportasi.
3) Pelanggan internal cukup menonjol, sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Dalam pelayanan berlaku prinsip utamakan pelanggan eksternal lebih dari pelanggan internal. Namun kondisi nyata dalam hal hubungan antar lembaga pemerintahan sering memojokkan petugas pelayanan agar mendahulukan pelanggan internal.
4) Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian akan semakin tinggi pula peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan.
5) Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Desakan untuk memperbaiki pelayanan oleh polisi bukan dilakukan oleh hanya pelanggan langsung (mereka yang pernah mengalami gangguan keamanan saja), akan tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya guna untuk mengurus persoalannya masing-masing.
	Pelayanan yang berkualitas itu juga tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip- prinsip layanan yang berkualitas antara lain:
1) Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
2) Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
3) Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur.
4) Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktudapat dirubah apabila perlu.
5) Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budayaorganisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
6) Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen.
7) Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang lainnya.
Sekarang ini kegiatan pemasaran tidak terlepas dari kualitas pelayanan terhadap konsumen. Kualitas pelayanan yang baik dan tepat akan mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan dalam pemakaian sebuah jasa, sehingga dibutuhkan strategi kualitas pelayan yang baik. Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Ratminto (2010:20) membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. Adapun tiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut:
1) Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.
2) Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
3) Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
Berdasarkan jenis kelompok pelayanan diatas penyelenggaraan transportasi termasuk kedalam kelompok pelayanan administratif. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan penyelenggaraan transportasi merupakan kelompok pelayanan di bidang jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

1.2.6.1 Indikator pelayanan publik
Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.Indikator-indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2008:144-145) antara lain:
1) Lenvine mengemukakan produk pelayanan publik setidaknya harus memenuhi tiga indikator yaitu responsiveness, responsibility, accountability.
a) Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customer.
b) Responsibility atau responsibilitas adalah suatuu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
c) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.
2) Zeithaml, Parasuraman dan Berry menggunakan ukuran tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy.
a) Tangibles yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan.
b) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
c) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
d) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.
e) Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

3) McDonald dan Lawton dalam Ratminto (2010: 174), juga mengemukakan dua indikator pelayanan publik yaitu: efficiency dan effectiveness.
a) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatuu penyelenggaraan pelayanan publik.
b) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
Kurniawan (dalam Handoyo, 2013:170) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian pelayanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Litjan Poltak Sinambela, dkk (2014:5) menyebutkan bahwa pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai d6engan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Penyelenggaraan pelayanan publik sangatlah penting sebagai salah satu area perubahan diharapkan dapat menghasilkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, untuk mendukung pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan reformasi birokrasi yang telah didefinisikan di atas, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau, dan memiliki kepastian), meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional, dan meningkatnya indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Komarudin, 2014:209).
Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari berbagai masalah. Sedikitnya ada tiga masalah besar pelayanan publik, terdiri atas :
1) pelayanan publik belum dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk.
2) penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa yang berpendapatan menengah (ke bawah) yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
3) kebijakan, strategi, dan upaya penyelenggaraan pelayanan publik belum mengacu kepada peraturan perundang-undangan (Komarudin, 2014:210).
2.3 Kerangka Pemikiran 
Evaluasi pelayanan ini merupakan hal yang penting untuk menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menyelenggarakan aktivitas pelayanan publik di sektor pelayanan perizinan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan sehingga dalam penelitian ini menggunakan indikator dari evaluasi. Adapun indikator yang diperlukan untuk mengevaluasi sistem pelayanan perizinan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2013: 610) yakni efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kuningan. 



INPUT
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan dan non Teknis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

PROSES
Evaluasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Kabupaten Kuningan





Menurut Suwithi dalam
 (Frimayasa & Administrasi, 2017)
Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan.
Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn (1994)
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan






FEEDBACK


Evaluasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak Ter-realisasi dengan baik

Evaluasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ter-realisasi dengan baik



Faktor Penghambat
a. masih ada egosektoral
b. kesadaran masyarakat akan menggunakan IT masih kurang
c. pemohon perizinan masih menggunakan fasilitator(calo)
d. dukungan anggaran yang masih belum maksimal dalam pelayanan dan perizinan

Faktor Pendukung
1. adanya regulasi
2. sarana dan prasarana 
3. sumber daya manusia
4. komitmen pemerintah daerah






Upaya yang telah dilakukan
1. Kinerja sesuai pelayanan
2. Pemberian kepuasan pelayanan terhadap masyarakat
3. Realisasi investasi di daerah
4. Produktivitas penerbitan izin
5. Realisasi pendapatan retribusi perizinan

OUTCOME
[bookmark: _GoBack]Adanya peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat di kabupaten kuningan









Gambar 2.1
 Model Kerangka Pemikiran
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